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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran program beasiswa negara LPDP sebagai instrumen politik
pendidikan yang membentuk identitas nasional dan ekspektasi moral penerimanya. Menggunakan pendekatan kualitatif
kritis dan studi kasus Dwi Sasetyaningtyas (2026), penelitian ini mengkaji ketegangan antara pemenuhan kewajiban
administratif dan tuntutan moral publik yang terus berkembang. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kajian
literatur, dan analisis media, kemudian diinterpretasikan menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci dan teori
kewarganegaraan moral Willem Schinkel. Temuan menunjukkan bahwa beasiswa negara menciptakan “kontrak moral”
yang melampaui kewajiban hukum, di mana negara dan masyarakat secara kolektif mendefinisikan dan menegakkan
standar identitas nasional. Kasus Dwi Sasetyaningtyas memperlihatkan bahwa meskipun seluruh kewajiban formal telah
terpenuhi, penerima beasiswa tetap terikat oleh ekspektasi moral terbuka yang sewaktu-waktu dapat diperketat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa LPDP tidak sekadar berperan sebagai kebijakan kesejahteraan pendidikan,
melainkan sebagai mekanisme hegemonik pembentukan warga negara ideal, yang memunculkan pertanyaan kritis
tentang batas kewenangan negara dalam membentuk identitas moral warganya.
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Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan beasiswa yang disponsori pemerintah
telah diakui secara luas sebagai instrumen strategis dalam pengembangan modal manusia
di tingkat nasional. Program-program ini didasarkan pada ekspektasi bahwa lulusan akan
mendorong pertumbuhan ekonomi, memicu inovasi, dan berkontribusi pada
pembangunan negara asal mereka (Jonbekova, 2023). Logika strategis tersebut tercermin
secara konkret dalam program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Indonesia,
yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong penerima untuk
berkontribusi pada pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
2023). Melalui narasi "kembali dan mengabdi" yang diinstitusionalisasi dalam proses
seleksi, kontrak administratif, dan komunitas alumni, program ini tidak hanya
mendistribusikan kesempatan belajar, tetapi juga menanamkan orientasi nilai yang secara
aktif membentuk pemahaman penerima beasiswa mengenai relasi mereka dengan negara.

Relasi normatif antara negara dan penerima beasiswa menjadi bahan diskursus
publik yang intens pada Februari 2026, ketika seorang alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas,
yang dikenal sebagai konten kreator di media sosial, mengunggah sebuah video di platform
Threads. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan momen unboxing surat resmi dari
otoritas Inggris (Home Office) yang berisi pengesahan kewarganegaraan anak keduanya
sebagai warga negara Inggris. Narasi yang menyertai video tersebut menjadi titik awal
kontroversi besar, yaitu "I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI,
anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu" (BBC
Indonesia, 2026).

Pernyataan tersebut memicu reaksi publik yang masif dan berkembang di berbagai
platform digital seperti Instagram, Threads, dan X (Twitter). Gelombang kecaman awalnya
berfokus pada narasi Dwi mengenai kewarganegaraan anaknya, namun dengan cepat
beralih menjadi kritik terhadap statusnya sebagai mantan penerima beasiswa negara.
Warganet menelusuri latar belakang Dwi dan menemukan bahwa ia adalah lulusan ITB
serta penerima beasiswa LPDP untuk studi magister di Delft University of Technology,
Belanda. Selain itu, ditemukan bahwa suaminya, Arya Iwantoro, juga menerima beasiswa
LPDP untuk studi doktoral di Belanda, namun belum menuntaskan kewajiban pengabdian
(2n+1) setelah memilih berkarier di Inggris. Temuan ini memperkeruh situasi, sehingga
kontroversi bergeser dari opini pribadi menjadi isu kepatuhan terhadap kontrak beasiswa
negara dan loyalitas kepada negara.

Eskalasi kasus ini melampaui ruang digital. Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, sebagai institusi yang menaungi LPDP, mengambil langkah resmi. Menteri
Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menjatuhkan sanksi blacklist permanen
terhadap keduanya dari seluruh instansi pemerintah, disertai pernyataan bernuansa moral:
"“jangan menghina negara Anda sendiri" (CNN Indonesia, 2026). Pada saat yang sama, LPDP
menyatakan penyesalan atas sikap Dwi yang dinilai tidak mencerminkan nilai integritas,
etika, dan profesionalisme yang diharapkan dari alumni (Tempo.co, 2026), serta menuntut
Arya Iwantoro mengembalikan dana beasiswa beserta bunga ke kas negara (Suara.com,
2026). Menanggapi tekanan tersebut, Dwi menghapus video yang dimaksud dan
menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dalam klarifikasinya, Dwi menegaskan
bahwa ia telah menuntaskan seluruh kewajiban pengabdian selama enam tahun, terhitung
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dari 2017 hingga 2023 (Suara.com, 2026). Namun, permintaan maaf tersebut tidak cukup
untuk meredam narasi yang berkembang; framing "kacang lupa kulit" yang mendominasi
diskursus digital (Inilah.com, 2026) menunjukkan bahwa publik memandang persoalan ini
sebagai kegagalan moral, bukan sekadar kesalahan individual yang dapat diselesaikan
dengan permintaan maaf.

Kasus ini menarik perhatian tidak hanya karena viralitasnya, tetapi juga karena
mengekspos ketegangan yang lebih dalam antara kewajiban administratif yang terukur dan
terbatas di satu sisi, serta ekspektasi moral yang cair, tidak memiliki batas waktu, dan dapat
diperketat sewaktu-waktu di sisi lain. Dinamika ini, sebagaimana dijelaskan oleh Foucault
(1991) melalui konsep governmentality, yang menggambarkan bagaimana negara
mengarahkan perilaku individu tidak hanya melalui kontrol langsung, tetapi juga melalui
pembentukan kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Untuk memahami mengapa ekspektasi semacam itu sangat kuat berakar, penting
untuk terlebih dahulu memahami bagaimana identitas nasional dikonstruksi. Anderson
(2006) mendefinisikan bangsa sebagai imagined community yang dibangun melalui proses
historis, simbolik, dan institusional, bukan terbentuk secara alamiah. Dalam konteks ini,
identitas nasional diproduksi dan direproduksi secara aktif melalui instrumen negara,
termasuk pendidikan (Hamdani et al., 2022). Dalam kerangka yang sama, beasiswa negara
bukan sekadar kebijakan kesejahteraan, melainkan instrumen strategis yang digunakan
negara untuk membentuk sumber daya manusia yang selaras dengan proyek kebangsaan.
Relasi kuasa juga tersirat di dalamnya, negara tidak hanya "memberi", tetapi juga
"mengarahkan” (Marginson, 2016). Program LPDP, melalui narasi pengabdian yang
menjadi inti programnya, menetapkan kewajiban administratif sekaligus membangun
ekspektasi moral bagi penerima beasiswa. Konsep ini sejalan dengan gagasan moral
citizenship dari Schinkel (2010), di mana warga negara diharapkan tidak hanya taat hukum,
tetapi juga memenuhi standar moral tertentu yang ditentukan secara sosial dan politik.

Kajian-kajian sebelumnya telah membahas sebagian persoalan ini, namun belum ada
yang mengintegrasikannya secara menyeluruh. Marginson (2024) menyoroti bagaimana
pendidikan tinggi membentuk kesadaran sosial dan tidak pernah sepenuhnya netral dari
kepentingan kekuasaan, namun belum secara khusus mengkaji apa yang terjadi ketika
kepentingan pribadi penerima beasiswa berbenturan dengan ekspektasi negara di ruang
publik. Sementara itu, Schinkel (2010) menawarkan kerangka relevan tentang pergeseran
kewarganegaraan dari status administratif ke penilaian moral, namun kajiannya berfokus
pada konteks Eropa Barat dan belum dikaitkan langsung dengan dinamika kebijakan
beasiswa negara. Brown dan Tannock (2009) serta Mosneaga dan Agergaard
(2012)menemukan bahwa penerima beasiswa sering diposisikan sebagai aset strategis
negara dalam persaingan global, tetapi fokus mereka lebih pada dimensi ekonomi-politik
internasional daripada mekanisme moral yang bekerja di ruang publik domestik. Rizvi
(2011) menambahkan bahwa mobilitas akademik dapat menciptakan identitas
transnasional yang kadang bertentangan dengan identitas nasional, sebuah ketegangan
yang sangat relevan dengan kasus ini, namun kajiannya tidak membahas bagaimana negara
dan masyarakat merespons ketegangan tersebut secara kolektif. Sebaliknya, kajian tentang
beasiswa negara di Indonesia cenderung terfokus pada efektivitas program dalam
meningkatkan akses pendidikan (Rahawarin et al., 2025) dan hampir tidak membahas
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dimensi simbolik, moral, maupun politis di balik program tersebut. Dengan demikian,
literatur yang ada secara terpisah-pisah membahas aspek hegemoni, kewarganegaraan
moral, atau internasionalisasi pendidikan, tetapi belum ada yang mengintegrasikan
ketiganya untuk menjelaskan bagaimana beasiswa negara menciptakan "kontrak moral"
yang melampaui batas kewajiban formal, khususnya dalam konteks Indonesia.

Untuk memahami dinamika tersebut secara menyeluruh, penelitian ini berada pada
irisan tiga bidang kajian yang saling memperkuat: studi pendidikan, nasionalisme, dan
kewarganegaraan digital. Kebijakan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Torres
(2009), tidak pernah benar-benar netral dari kepentingan negara, melainkan selalu tertanam
dalam relasi kuasa yang lebih luas. Dalam dimensi nasionalisme, identitas kebangsaan
tidak hanya direproduksi melalui momen-momen besar, tetapi juga melalui praktik
institusional sehari-hari yang secara halus menetapkan batas antara warga yang dianggap
setia dan yang dianggap menyimpang dari nilai kolektif (Skey, 2011). Adapun
perkembangan ruang digital telah menambah lapisan baru dalam dinamika ini: media
sosial mentransformasi cara publik mengawasi dan menghakimi perilaku individu,
sehingga ekspresi pribadi pun dapat dalam sekejap berubah menjadi objek pengadilan
moral kolektif (Chouliaraki & Georgiou, 2022). Ketiga dimensi inilah yang membuat kasus
LPDP penting dibaca sebagai fenomena politik budaya dan bukan sekadar persoalan
administratif, karena ia adalah titik temu antara mekanisme negara dalam membentuk
identitas, struktur moral masyarakat, dan dinamika pengawasan di era digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan
utama. Pertama, bagaimana program beasiswa negara, khususnya LPDP, berfungsi sebagai
instrumen politik pendidikan dalam membentuk identitas nasional penerimanya? Kedua,
bagaimana ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral termanifestasi
dalam kasus Dwi Sasetyaningtyas, serta apa implikasinya bagi pemahaman tentang relasi
negara dan warga negara di Indonesia kontemporer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
penelitian ini mengintegrasikan konsep hegemoni Antonio Gramsci (1971) dan moral
citizenship Willem Schinkel (2010) sebagai kerangka analisis. Sintesis kedua konsep ini
merupakan kontribusi utama penelitian ini: alih-alih memandang beasiswa hanya sebagai
kontrak birokrasi, kajian ini menunjukkan bahwa beasiswa negara menciptakan "kontrak
moral" yang mengikat penerima dalam struktur hegemoni, tanpa batas waktu yang jelas,
dapat diperketat sewaktu-waktu, dan menjadikan ekspresi personal sebagai objek penilaian
kolektif. Kasus Dwi Sasetyaningtyas merupakan ekspresi paling nyata dari kontrak moral
tersebut dan menjadi titik berangkat empiris kajian ini.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kritis karena
bertujuan untuk memahami sekaligus menginterpretasikan makna di balik fenomena sosial
yang terjadi, terutama terkait relasi kuasa, konstruksi identitas, dan ekspektasi moral yang
dihasilkan melalui kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkritisi bagaimana negara
membentuk dan mereproduksi nilai serta norma yang kemudian diinternalisasi oleh
masyarakat.

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 2, 2026 50f 13

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada satu kasus
spesifik, yaitu fenomena Dwi Sasetyaningtyas, yang dipandang mampu merefleksikan
dinamika yang lebih luas dalam konteks kebijakan beasiswa negara di Indonesia. Melalui
studi kasus, penelitian ini dapat menggali fenomena secara mendalam (in-depth) serta
memahami konteks sosial, politik, dan moral yang melatarbelakangi munculnya
ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara. Pertama,
studi dokumentasi yaitu mengkaji kebijakan resmi terkait beasiswa negara, khususnya
LPDP, serta berbagai regulasi yang mengatur kewajiban penerima beasiswa. Kedua, studi
literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan
untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian. Ketiga, analisis media digunakan
untuk mengamati bagaimana kasus Dwi Sasetyaningtyas dibingkai dalam pemberitaan
serta bagaimana opini publik terbentuk, baik melalui media online maupun media sosial,
sehingga dapat menangkap dinamika ekspektasi moral yang berkembang di ruang publik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan
interpretatif-kritis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema
utama, seperti identitas nasional, kewajiban administratif, dan ekspektasi moral. Data
tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori hegemoni Antonio
Gramsci dan konsep kewarganegaraan moral Willem Schinkel untuk mengungkap
bagaimana relasi kuasa bekerja dalam kebijakan beasiswa negara.

Hasil dan Pembahasan

Beasiswa Negara sebagai Instrumen Politik Pendidikan dalam Pembentukan Identitas
Nasional

Beasiswa negara, khususnya LPDP, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
pendukung akses pendidikan, tetapi juga sebagai alat strategis negara dalam membentuk
ideologi, identitas, dan orientasi nilai warga negara. Untuk memperdalam pemahaman,
penting untuk menelaah peran beasiswa negara dari tiga dimensi utama: dimensi ideologis,
dimensi sosial-politik, dan dimensi kebijakan publik.

Pada dimensi ideologis, LPDP secara sadar menanamkan narasi pengabdian kepada
bangsa dan negara pada setiap tahapan programnya. Melalui slogan, pelatihan, dan
komunitas alumni, negara membentuk konsepsi ideal tentang "warga negara berprestasi”
yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga loyal secara moral. Internalisasi nilai-
nilai ini berlangsung melalui berbagai mekanisme, mulai dari proses seleksi,
penandatanganan kontrak administratif, hingga pembentukan ekosistem alumni. Hal ini
sejalan dengan konsep "intelektual organik" Gramsci, di mana kelompok terdidik didorong
untuk menjadi agen perubahan sosial yang berpihak pada kepentingan negara.

Pada dimensi sosial-politik, beasiswa negara menjadi arena produksi dan reproduksi
identitas nasional. Setiap penerima beasiswa membawa ekspektasi kolektif untuk menjadi
representasi ideal bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Identitas nasional yang dikonstruksi melalui beasiswa bukan sekadar status administratif,
melainkan identitas simbolik yang sarat makna moral, sebagaimana dijelaskan Anderson
melalui konsep imagined community. Negara, melalui LPDP, secara aktif mendefinisikan
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siapa yang layak menjadi simbol bangsa, sehingga batas antara ranah privat dan publik
menjadi kabur.

Pada dimensi kebijakan publik, LPDP mewajibkan penerima beasiswa untuk
memenuhi masa pengabdian sebagai bentuk timbal balik kepada negara. Namun, lebih dari
itu, kebijakan ini membangun narasi tentang "utang moral" yang harus dibayar dengan
loyalitas sepanjang hayat. Hal ini menyebabkan setiap tindakan pribadi penerima beasiswa,
mulai dari pilihan pekerjaan hingga keputusan keluarga, menjadi objek penilaian moral
oleh negara dan publik. Dengan demikian, beasiswa negara berfungsi sebagai instrumen
pembentukan identitas nasional melalui hegemoni nilai dan moralitas yang diproduksi
negara dan direproduksi masyarakat.

Selain itu, kasus-kasus internasional menunjukkan pola serupa, misalnya Chevening
di Inggris dan Fulbright di Amerika Serikat, di mana penerima beasiswa diharapkan
menjadi duta bangsa dan membawa nilai-nilai negara asal. Namun, di Indonesia, tekanan
moral cenderung lebih kuat dan berkelanjutan, akibat kuatnya narasi nasionalisme dan
solidaritas komunitas. Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa beasiswa negara
tidak hanya memfasilitasi mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat kontrol simbolik negara
atas warga terdidiknya.

Beasiswa negara sebaiknya tidak dipahami secara sempit sebagai kebijakan
kesejahteraan atau bantuan finansial semata. Dalam perspektif politik pendidikan, beasiswa
berfungsi sebagai instrumen strategis yang digunakan negara untuk membentuk orientasi
nilai, kesadaran kolektif, dan identitas nasional para penerimanya. Program LPDP, sebagai
lembaga pengelola dana abadi pendidikan yang dikembangkan secara berkelanjutan untuk
mendukung pembiayaan beasiswa bagi pelajar Indonesia (Dealls, 2026), tidak hanya
mendistribusikan kesempatan belajar, tetapi juga menanamkan orientasi yang selaras
dengan agenda pembangunan nasional. Pembiayaan ini merealisasikan amanat UUD 1945
yang menetapkan alokasi minimal dua puluh persen APBN untuk fungsi pendidikan dan
dalam pelaksanaannya LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (LPDP,
2010).

Dimensi ideologis beasiswa negara paling jelas tercermin melalui narasi yang
dibangun dalam program tersebut. Slogan seperti "pengabdian"”, "kontribusi untuk
Indonesia", dan "kembali ke tanah air" tidak hanya berfungsi sebagai promosi, tetapi juga
sebagai perangkat ideologis yang membentuk cara pandang penerima terhadap hubungan
mereka dengan negara. Dalam kerangka teori hegemoni, mekanisme ini dapat dipahami
sebagai upaya negara untuk memperoleh kepemimpinan moral dan intelektual atas
kelompok terdidik. Hegemoni tercapai ketika cara pandang yang diproduksi oleh
kelompok dominan diterima oleh masyarakat sebagai common sense, sehingga tidak lagi
dirasakan sebagai bentuk dominasi. Individu tidak merasa dipaksa, melainkan secara
sukarela mengadopsi nilai yang sebenarnya merupakan konstruksi kekuasaan (Gramsci,
1971).

Mekanisme hegemoni dalam program beasiswa berjalan melalui dua jalur yang
saling melengkapi. Jalur pertama terlihat dalam proses seleksi dan kontrak administratif
yang secara eksplisit menanamkan ekspektasi pengabdian; sebelum keberangkatan,
penerima beasiswa diwajibkan menandatangani kontrak berisi kewajiban masa pengabdian
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2n+1, yaitu dua kali masa studi ditambah satu tahun, sebagai bentuk timbal balik atas
investasi negara. Jalur kedua, yang lebih subtil, muncul melalui internalisasi nilai melalui
orientasi, pelatihan, dan komunitas alumni yang diinisiasi LPDP. Kedua jalur ini secara
bersamaan membentuk subjek beasiswa, sehingga individu terikat kepada negara tidak
hanya secara hukum, tetapi juga secara moral.

Lebih jauh, beasiswa negara berfungsi memproduksi apa yang disebut Gramsci
sebagai "intelektual organik", yaitu kelompok terdidik yang mereproduksi nilai dominan
dalam masyarakat (Gramsci, 1971). Penerima beasiswa diposisikan tidak hanya sebagai
individu berprestasi, tetapi juga sebagai agen simbolik negara yang diharapkan membawa
dan menyebarluaskan nilai kebangsaan. Proses ini menentukan siapa yang dikonstruksikan
sebagai "warga negara ideal", yaitu individu yang tidak hanya unggul secara akademik,
tetapi juga menunjukkan loyalitas dan komitmen terhadap proyek kebangsaan.

Konstruksi simbolik ini berkaitan erat dengan gagasan imagined community dari
Bennedict Anderson (2006). Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas yang
dibayangkan melalui proses historis, simbolik, dan institusional. Identitas nasional tidak
muncul secara alamiah, melainkan diproduksi dan direproduksi secara aktif melalui
instrumen negara, termasuk pendidikan. Dalam kerangka ini, beasiswa negara berfungsi
sebagai mekanisme institusional yang tidak hanya mendistribusikan kesempatan, tetapi
juga membentuk makna mengenai siapa yang layak merepresentasikan bangsa. Penerima
beasiswa diposisikan sebagai figur simbolik yang menanggung ekspektasi kolektif dari
negara dan publik.

Proses pembentukan identitas nasional melalui beasiswa juga menyebabkan batas
antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Ketika individu diposisikan sebagai
representasi bangsa, setiap pilihan personal, mulai dari tempat tinggal hingga
kewarganegaraan keluarga cenderung diinterpretasikan dalam kerangka kepentingan
kolektif. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral,
melainkan selalu membawa dimensi sosial dan politik yang lebih luas (Marginson, 2024).
Akibatnya, penerima beasiswa menjadi rentan terhadap penilaian publik, terutama ketika
pilihan personal dianggap bertentangan dengan nilai kebangsaan yang telah diinternalisasi.

Kerentanan ini menjadi nyata dalam kasus yang melibatkan Dwi Sasetyaningtyas,
selanjutnya disebut Tyas, pada Februari 2026. Pada bulan itu, Tyas mengunggah video
unboxing di Threads, memperlihatkan paspor anaknya sebagai warga negara Inggris,
disertai narasi: "l know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku
jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu." Unggahan tersebut
memicu gelombang reaksi publik masif. Ketika publik menelusuri latar belakang Tyas,
mereka menemukan bahwa ia lulusan ITB dan menempuh studi S2 di Delft University of
Technology, Belanda, dengan beasiswa LPDP. Situasi semakin runyam karena suami Tyas,
Arya Iwantoro, juga penerima beasiswa LPDP untuk jenjang PhD di Belanda, namun belum
menuntaskan kewajiban 2n+l-nya dan memilih berkarier sebagai peneliti di Inggris
(I'empo.co, 2026).

Respons yang muncul tidak terbatas pada kritik informal di ruang digital.
Kementerian Keuangan, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menetapkan
keduanya ke dalam daftar hitam (blacklist) permanen, yang berarti mereka tidak akan
dapat menjalin kerja sama atau hubungan profesional dengan instansi pemerintah. Selain
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itu, LPDP juga meminta Arya untuk mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya ke
kas negara (CNN Indonesia, 2026). Respons institusional yang tegas ini menunjukkan
bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penegak kontrak hukum, tetapi juga sebagai
penjaga nilai dan identitas nasional.

Fenomena ini menegaskan bahwa beasiswa negara berfungsi sebagai mekanisme
hegemonik yang secara implisit memproduksi ekspektasi moral. Nilai-nilai seperti
pengabdian, kontribusi, dan loyalitas awalnya diinternalisasi melalui kontrak dan seleksi,
namun kemudian berkembang menjadi common sense yang tidak hanya diterima oleh
individu, tetapi juga direproduksi oleh masyarakat sebagai standar kolektif. Status
penerima beasiswa negara kini melampaui identitas administratif dan telah menjadi
identitas normatif yang sarat muatan moral.

Ketegangan antara Kewajiban Administratif dan Ekspektasi Moral Penerima Beasiswa:
Analisis Kasus Dwi Sasetyaningtyas

Kasus Dwi Sasetyaningtyas (Tyas) secara nyata memperlihatkan bahwa ketegangan
antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral tidak hanya bersifat individual,
melainkan juga kolektif dan sistemik. Untuk memahami kompleksitas fenomena ini, perlu
dianalisis beberapa aspek kunci: dinamika ruang publik, mekanisme pengawasan moral,
serta peran negara dan masyarakat dalam reproduksi ekspektasi moral terhadap penerima
beasiswa.

Pertama, dalam kerangka ruang publik Habermas, tindakan Tyas menjadi objek
diskursus massal yang melibatkan aktor negara, media, dan warga digital. Media sosial
memperkuat difusi opini, memungkinkan narasi moral berkembang pesat dan membentuk
tekanan kolektif. Kasus Tyas menunjukkan bahwa reputasi penerima beasiswa sangat
rentan terhadap interpretasi publik, di mana batas antara privasi dan kewajiban sosial
menjadi semakin kabur. Pengadilan moral di ruang digital sering kali lebih kuat daripada
sanksi formal negara, sehingga penerima beasiswa harus menanggung beban ganda, yaitu
tuntutan administratif dan ekspektasi moral yang tidak pernah jelas batasnya.

Kedua, mekanisme pengawasan moral bekerja tidak hanya secara top-down melalui
negara, tetapi juga secara bottom-up oleh masyarakat. Publik berperan sebagai penjaga dan
penegak standar moral penerima beasiswa, seperti terlihat dalam gelombang kecaman yang
dialami Tyas. Fenomena ini sejalan dengan konsep moral economy Thompson, di mana
masyarakat menetapkan standar keadilan dan kepatutan sendiri yang sering kali
melampaui aturan formal. Dalam kasus Tyas, ekspresi personal di ruang digital dapat
dianggap sebagai kegagalan moral kolektif, sehingga memicu sanksi sosial dan
administratif secara bersamaan.

Ketiga, negara memperkuat ekspektasi moral melalui sanksi simbolik, seperti
blacklist dan tuntutan pengembalian dana, yang tidak sepenuhnya didasarkan pada
pelanggaran administratif. Negara, dalam hal ini, bertindak tidak hanya sebagai penegak
hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral kolektif. Hal ini memperlihatkan adanya relasi
kuasa yang asimetris, di mana penerima beasiswa tidak pernah sepenuhnya bebas dari
pengawasan, bahkan setelah kewajiban kontraktual selesai.

Studi perbandingan dengan negara seperti Australia, Inggris, dan Jerman
menunjukkan variasi dalam penegakan ekspektasi moral. Di beberapa negara, kontrak
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administratif lebih ditekankan, sementara di Indonesia ekspektasi moral dan simbolik
cenderung lebih dominan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya kolektivisme dan nasionalisme
yang kuat dalam masyarakat Indonesia, sehingga beasiswa negara menjadi arena
pembentukan identitas moral yang sangat intens.

Dengan demikian, ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral
dalam kasus Tyas merefleksikan dinamika sosial-politik yang lebih luas, di mana negara
dan masyarakat bersama-sama membangun serta menegakkan standar moral penerima
beasiswa. Fenomena ini menandai pergeseran penting dalam paradigma kewarganegaraan
di Indonesia, dari sekadar pemenuhan kontrak hukum menuju performa moral yang selalu
dinilai secara kolektif dan dinamis.

Analisis kasus Dwi Sasetyaningtyas tidak dapat dimulai dari aspek pelanggaran
aturan. Secara administratif, Tyas telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dalam klarifikasi
tertulis kepada publik, Tyas menyatakan bahwa ia telah menuntaskan kewajiban
pengabdian selama enam tahun, terhitung sejak 2017 hingga 2023, setelah menyelesaikan
studi 52 (Suara.com, 2026). Dengan demikian, pertanyaan analitis yang mendasar bukanlah
apakah Tyas bersalah secara hukum, melainkan mengapa kewajiban formal tersebut tidak
cukup melindunginya dari sanksi sosial maupun administratif negara.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditemukan melalui konsep
kewarganegaraan moral yang dikembangkan oleh Schinkel (2010). Konsep ini didasarkan
pada pengamatan bahwa penilaian terhadap seseorang sebagai warga negara yang "baik"
tidak lagi hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap kewajiban legal, melainkan pada
sejauh mana individu tersebut menampilkan sikap moral yang dianggap layak di ruang
publik. Schinkel menyebut fenomena ini sebagai virtualisasi kewarganegaraan, yaitu
pergeseran di mana legitimasi seseorang sebagai warga negara semakin ditentukan oleh
performa moral di ruang publik, bukan oleh status hukum formal.

Pergeseran dari kewarganegaraan legal menuju kewarganegaraan moral
menghasilkan konsekuensi signifikan, yaitu tuntutan terhadap individu tidak pernah
benar-benar selesai. Tidak ada titik di mana seseorang dapat dinyatakan "telah cukup"
membuktikan loyalitas kepada bangsa. Kontrak formal mungkin memiliki tanggal berakhir,
tetapi kontrak moral bersifat terbuka dan dapat diperketat sewaktu-waktu. Hal ini
menunjukkan bahwa moral citizenship selalu berfungsi sebagai perangkat pengeksklusian
yang standarnya dapat diperketat sesuai kehendak, bahkan hingga menyentuh ranah
ekspresi pribadi yang tidak diatur oleh hukum formal (Schinkel, 2010).

Dinamika ini terlihat jelas dalam kasus Tyas. Pernyataan "cukup aku yang WNI,
anak-anakku jangan" tidak melanggar ketentuan hukum apa pun, baik dalam kontrak
beasiswa LPDP maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,
pernyataan tersebut dipersepsikan publik sebagai kegagalan moral yang serius, yaitu
kegagalan untuk menampilkan rasa syukur, loyalitas, dan kebanggaan sebagai warga
negara Indonesia yang seharusnya dimiliki penerima beasiswa negara. Yang diadili bukan
tindakan Tyas, melainkan ekspresi emosi dan sikapnya. Hal ini tercermin dari narasi yang
mendominasi ruang digital, seperti framing "kacang lupa kulit" (Inilah.com, 2026), yang
secara kolektif memposisikan Tyas sebagai individu yang gagal memenuhi standar moral,
meskipun seluruh kewajiban administratifnya telah terpenuhi.
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Kompleksitas analitis kasus ini meningkat karena negara turut berpartisipasi dalam
penegakan standar moral, bukan hanya penegakan kontrak hukum. Pernyataan Menteri
Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjatuhkan sanksi blacklist permanen tidak
merujuk pada pelanggaran kontrak beasiswa, melainkan menggunakan framing moral:
"Saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan... jangan menghina negara Anda sendiri"
(CNN Indonesia, 2026). Demikian pula, pihak LPDP menyatakan menyayangkan sikap
Tyas karena dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang
diharapkan dari alumni LPDP (Inilah.com, 2026). Kedua pernyataan ini secara eksplisit
memindahkan diskursus dari ranah hukum ke ranah moral, menegaskan bahwa negara
berperan sebagai penjaga norma dan identitas nasional.

Kondisi ini menunjukkan fenomena moralized citizenship dalam praktik, yaitu situasi
di mana publik bertindak sebagai pengawas moral yang menghakimi individu ketika
mereka dianggap gagal menampilkan citra yang sesuai dengan ekspektasi kolektif. Dalam
kasus penerima beasiswa negara, citra yang diharapkan adalah "penerima beasiswa yang
berterima kasih", yaitu individu yang senantiasa memanifestasikan rasa hutang budi
kepada negara dalam setiap tindakan dan pernyataannya, bahkan setelah kewajiban
formalnya berakhir.

Dinamika ini dapat dipahami lebih dalam melalui konsep moral economy yang
dikembangkan oleh E. P. Thompson (1971). Thompson berpendapat bahwa masyarakat
memiliki standar tersendiri mengenai apa yang dianggap adil, pantas, dan bermoral, yang
tidak selalu identik dengan ketentuan formal negara (Thompson, 1971). Dalam konteks
beasiswa negara, standar moral ekonomi masyarakat Indonesia menetapkan bahwa
penerima beasiswa memiliki "utang moral" kepada negara dan rakyat yang harus dibayar
tidak hanya melalui pengabdian formal, tetapi juga melalui sikap hidup yang konsisten
mencerminkan kebanggaan dan loyalitas kebangsaan. Utang moral ini bersifat tidak
terbatas waktu dan tidak dapat dilunasi sepenuhnya.

Lebih lanjut, ketegangan antara kewajiban administratif dan ekspektasi moral dalam
kasus ini merupakan produk dari cara negara sendiri membangun narasi beasiswa. Ketika
LPDP secara konsisten menggunakan bahasa pengabdian dan loyalitas, bukan sekadar
bahasa kontrak dan investasi sebagai bagian dari identitas program, negara secara aktif
membangun landasan bagi ekspektasi moral yang melampaui batas kewajiban hukum.
Dalam kerangka Gramsci, hal ini konsisten dengan proyek hegemoni, yaitu ketika nilai-
nilai yang dipromosikan negara telah diadopsi sebagai common sense oleh masyarakat,
penegakan nilai tersebut tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aparatus negara,
melainkan masyarakat sendiri yang menjalankan fungsi pengawasan.

Sintesis antara konsep hegemoni Gramsci dan kewarganegaraan moral Schinkel
memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam kasus
Tyas. Beasiswa negara tidak hanya menciptakan kontrak birokrasi yang bersifat sementara,
tetapi juga kontrak moral yang mengikat penerima dalam struktur hegemoni negara.
Kontrak moral ini tidak memiliki batas waktu yang jelas, dapat diperketat sewaktu-waktu,
dan membuat setiap tindakan personal penerima beasiswa selalu berpotensi diukur dengan
standar identitas nasional dan kepatutan sosial. Temuan ini memiliki implikasi luas bagi
pemahaman tentang relasi negara dan warga negara dalam konteks Indonesia
kontemporer, menunjukkan adanya asimetri mendasar antara kewajiban yang dapat
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diukur dan dibatasi secara formal di satu sisi dan ekspektasi moral yang bersifat cair, tak
terbatas, serta mudah dimanipulasi di sisi lain.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program beasiswa LPDP tidak sekadar berfungsi
sebagai instrumen peningkatan akses pendidikan, melainkan juga sebagai mekanisme
hegemonik yang secara aktif membentuk identitas nasional dan ekspektasi moral penerima
beasiswa, melampaui batas kewajiban administratif yang tertuang dalam kontrak formal.
Melalui narasi pengabdian dan loyalitas yang diinstitusionalisasi sejak proses seleksi
hingga komunitas alumni, negara membangun “intelektual organik” yang diharapkan
merepresentasikan nilai kebangsaan, sementara kasus Dwi Sasetyaningtyas secara empiris
membuktikan bahwa pemenuhan seluruh kewajiban formal pun tidak cukup
membebaskan penerima beasiswa dari tuntutan moral publik yang bersifat terbuka dan
dapat diperketat sewaktu-waktu, sebuah manifestasi nyata dari konsep moral citizenship.
Temuan ini memiliki implikasi penting: pertama, negara perlu mengevaluasi narasi
program beasiswa agar tidak bergeser menjadi instrumen kontrol sosial yang mengancam
kebebasan individu; kedua, para pengambil kebijakan perlu memberi perhatian serius pada
dimensi kuasa dan moral dalam kebijakan pendidikan, tidak hanya pada efektivitas
program semata; dan ketiga, kasus ini membuka ruang diskursus kritis tentang sejauh mana
negara berwenang membentuk identitas moral warganya melalui kebijakan pendidikan
dalam masyarakat demokratis. Untuk penelitian selanjutnya, kajian komparatif lintas
negara tentang bagaimana program beasiswa serupa di Asia Tenggara mengelola
ketegangan antara kewajiban formal dan ekspektasi moral akan memperkaya pemahaman
tentang relasi negara-warga negara di era kewarganegaraan digital.
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